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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2015
===================================================== 
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	Menimbang :  
	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 3 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan dan Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Tabanan;



	Mengingat  :


	1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah – daerah  Tingkat II  Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Unadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor   19   Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, tanggal 6 Mei 2010;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

16. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014           Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);




MEMUTUSKAN :

	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bebentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sedrajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

18. Standar pendidikan adalah kreteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di daerah.

19. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan  nasional.

21. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

24. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
25. Kepala Sekolah adala guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 2
Pemberian tunjangan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS meliputi:

a. Tenaga pendidik non PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dan UPTD; dan
b. tenaga kependidikan Non PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dan UPTD.
Pasal 3
Pemberian penghargaan Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 4
Kriteria Tenaga pendidik non PNS dan Tenaga kependidikan non PNS penerima tunjangan kesejahteraan, sebagai berikut:
a. Tenaga pendidik non PNS

1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tabanan yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tabanan, Kepala Sekolah, Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya;

2. Tidak mendapatkan tunjangan Profesi Pendidik (TPP) / sertifikasi;

3. Belum mendapatkan tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
4. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terus menerus pada tanggal 1 Januari 2015;
5. Berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun;

6. Memiliki jam mengajar 24 (dua puluh empat) jam mengajar tatap muka pada lembaga yang bersangkutan;

7. Memiliki Nomor Registrasi;
b. Tenaga kependidikan non PNS
1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kabupaten Tabanan yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, Kepala Sekolah, Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya;

2. Tidak sedang mendapatkan tunjangan dari sumber dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Maupun Provinsi;

3. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terus menerus pada tanggal 1 Januari 2015;

4. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di   Tabanan

pada tanggal  15 Mei 2015
BUPATI TABANAN,

           TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
                            TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015      NOMOR 30
518

